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A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tontang Partal Poltik

':‘1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| { BUPATI KARANGAN‘!AR

Vbahwa ‘dafam - rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17, :

periu | 'diiindaklanjuti dengan pengaturan tata cara penyaluran

dan: besarnya bantuan keuangan kepada Partal Politik )ang SR

- ada di daerah;

'-,bahwa _untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltewpl\an

‘4dengan Peraturan Daerah

Undang-Undanc\ Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan et
Daerah-dae_rah Kabupaten Dalam Lingkungan Propmsn Jawa o

Tengah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Fartal Polihk |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
,Tambahan Lembaran Negafa Repubhk lndonesaa Nomor 42.)1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang’ Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

i Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara =~

Republik Indonesia Tahun 2003 'Nomor 37, Tambahan RN
Lembaran Negara Republlk lndonesm Nomor 4277), T R
.- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenmng Pembantukan .
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik -

“Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
: Repubhk Indonesia Nomor 4389). :

. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemenntahan

Daerah :(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor, 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 4437) ‘sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran'
: Negara Republlk Indoesia Nomor 4548); .

. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan L

Keuangan- ‘antara Pemerintahan Pusat- dan Pemerintahan

' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor; 126, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia :

Nomor, 4438)
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. Dalam Peraturan Daerah'i |n| yang dlmaksud dengan
.~ 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar, . : S
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan - Perangkat Daerah sebagau unsur

| 7 Peraturan Pemernntah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan

‘Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik - = =

~ Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
| Repub‘lk ]ndonesxa Nomor 4513). | »
B
- S Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR i

, ‘dan
z BUPATI KARANGANYAR

' ;  MEMUTUSKAN :
1 .

l g

o Menetagkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK
g

' BABI
| i KETENTUAN UMUM
‘i

.

Pasal 1

penyelenggara Pemenntahan Daerah;

= 3 Bupati adalah Bupati Karanqanyar : ~ ' - .
4. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi polltlk yang

dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik indonesia secara suka rela’
atas dasar persamaan' kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan baik
kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui Pemlllhan
Umum; :

'5. Partai Pohtnk Peserta fPemllu adalah Partal Pohtlk yang telah memenuhl

,persyaratan sebagai peserta Pemilu;

- 6. Pemilihan "Umum yang selanjutnya dlsmgkat Pemllu adalah sarana" 3
- pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik indonesna o

yang berdasarkan Pancasnla dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlamgkat DPRD adalah"

DPRD Kabupaten Karanganyar;

- 3. Bantuan ‘Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh e

- Pemerintah Daerah kepada Partai Polmk peserta Pemllu yang mandapat kurox
»dlDPRD B ; R e

; BAB n :
PE'VIBERIAN BANTUAN KFUANGAN

Pasal 2

Sy ‘

_(1)Da|am rangka membantu kegnatan untuk memperjuangkan mta-mta para"

. anggotanya dalam kehndupan bermasyarakat, berbangsa: dan bernegara
‘Parpol Peserta Pemilu yang mendapat kursi di DFRD dlbenkan Banfuan-
- Keuangan secara proporsmnal sesuai dengan perolehan kursi. 5

(2) Pemberian bantuan keuangan kepada Parpol Peser‘(a Pemllu sebagalmana :

~ dimaksud pada ayat: (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun’ anggaran dan'
dnanggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Danrah ‘ '

R o Parafia.



sy BAB m
| PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

R e L Pasal3 A
S (1)Jumlah bantuan keuangan drtetapkan berdasarkan hasil perolehan kursi dire e

' 'DPRD sesuai - dengan kemampuan keuangan Daerah yang dlanggarkan_q e
. dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah.
i (2) Besamya bantuan gkeuangan kepada Parpol peserta Peml!u dl DPRD(‘_
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini untuk aeﬁap kursl dltetapkanﬁ -
”"-palmg banyak Rp 2080000000(dua puluh juta dalapan ratus nbu ruplah) M

. BaBV e
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

1) Pengajuan bantuan keuangan dlusuman oleh Dewan Pimpinan Cabang!Dewan -
‘ Pimpinan Daerah (DPC/DPD) Parpol Tingkat Kabupaten pssena Pemtlu yanc
bersangkutan S Y

(2) Usulan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Pasal lni dwandatangan! oleh 3 ;
 Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah
- (DPC/DPD) Parpol ngkat Kabupaten peserta Pemilu yang bersangkutandan =~ =
~diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa =~ -
~. - dan Pemndungan Masyarakat dan Ketua Komlsl Pemmhan Unun Daorah o
- (KPUD). G

(3) Terhadap usulen pengejuan bantuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)2 e
Pasal Ini, dilakukan verifikasi dan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pemariksa =
Proposal Admmlstrasu Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada» L
Parpol yang dlbentuk dengan Keputusan Bupati. o

S “(4) Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal inl‘ v
. digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan berdasarkan

i g:mekr:luhan persyaratan sesuai dangan Peraturan Perundang-unaangan yang
rla : : e L

;,_}(5) Tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan keuangan sebagalmana:",»f“jf'jﬁ
Lt glumal:isud pada ayat 1(4) Pasal mi akan dlatur leblh lanjut dangan Pemturan
oo Bupel G o

= BABV . -
LAPORANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

f:;{:", ]fv_v‘Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol disampalkan kepada
o Eggalt(i setelah dtaudit sesuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Gt
. beriaku. - L . b i ks
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: Dlundangkan d| Karanganyar
~ padatanggal ™\ 24 ﬁpm
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KETENTUAN PENUTUP '

' Pasal 6 '

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan - Daerah ini sepanjang mengenalr-i,y,,

pelaksanaannya akan dlatur Ieblh lanjut oleh Bupati. .~

Pl Pasal7

S '{'Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Kabupaten R
. Karanganyar Nomor- 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partanw
- ~_Poht|k dmyatakan tidak berlaku ' , :

Pasal 8.

- 'Peraturan Daerah ini mula| berlaku pada tanggal dlundangkan

e : Agar sehap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan,f‘f' '
- Daerah ini ‘dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
«',Karanganyar S ; : 8

: Ditétapkan di Kérahganyar i o
pada tanggal 24( ﬂpr, 2006

' K R DAERAH
“ &

: o LEN . AH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 2
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR' S

NOMOR 2 TAHUN 2006

o | TENTANG E | . a
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK oy

i PENJELASAN UMUM S

Partai polmk adalah unsur yang sangat pentmg dalam sebuah sistem

- demokrasi perwakilan karena merupakan wadah penyaluian aspirasi politik dan
- merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Partai Pelitik
. merupakan asset Negara yang sanget berharga sehingga dalom. rangka
- mendukung terwujudnya kehidupan demokresi di Kabupaten Karanganyar., i
S perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partal Politk. -
il Pemberian bantuan keuangan kepada Partal Politik bortu]uan untuk
membantu Partal Politik calam memperjuangkan ciia-cita para anggotanya
'dalam kehidupar bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta untuk lebih =~ .
3 mongophmallmn peran Partai Politik dalam menumbuh kembangkan xehidupan FEA

- yang demokratis. |

lln

: ~ Untuk memberikan dasar hukum da!am pembetian bantuar: keuanganv
kepada Partai Politik, peﬂu dlatur dan dltahpkan dalam Peraturan Daerah

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

S
HES

. Pasal2 i‘fCukUpje‘las

. Pasal 3"; - (‘ukuchlas o

: L‘Paul 4 ayat(l) Cukup_)clas S

~ayat (2) Cukup jelas: |

- ; layat 3) ¥ %Yang dlmaksud veriﬁkasl dan penalitian adalah keglatan o

. ,tépencocokan data dan infonnasl sem bantuan; teknis
fadmimmﬂf l o ‘!» o

4 Jayét (4) :. fCukup jelas

‘ayat(s) : Cukupjelas. . . < s




Pasal § -.

v)Pa>saI 6 _ V,
3 Pas'al ‘7_
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Cukup jelas -

Cukup jolas

Ckaup jelas

Cukup jelas
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